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ABSTRAK 
Ruwina Annisa Rauf (B11109496), Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat 
Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian 
Resor Kota Besar Makassar (dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Sofyan, 
S.H.,  M.H. selaku Pembimbing I dan  Bapak M. Arfin Hamid dan 
Achmad. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk  
mengetahui fungsi sidik jari sebagai  pendukung alat bukti  dalam 
penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar dan Untuk mengetahui efektifitas sidik jari sebagai pendukung 
alat bukti dalam penyidikan tindak  pidana  pembunuhan di Kepolisian 
Resor Kota Besar Makassar. 
Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. 
Selain itu,  penyusun juga melakukan penelitian menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui studi dokumentasi, mempelajari buku-buku dan 
sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyusun juga 
melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung 
terhadap narasumber dari Instansi terkait dan dengan pihak yang dapat 
memberikan informasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, fungsi sidik jari 
sebagai pendukung alat bukti yang digunakan oleh penyidik belum 
optimal. Selanjutnya, penggunaan sidik jari dalam mengungkap pelaku 
tindak pidana pembunuhan ini dirasakan belum efektif karena beberapa 
kendala seperti masih menggunakan tinta sidik jari secara manual atau 
tradisional sehingga akurasi pola sidik jari tidak dapat diidentifikasi secara 
pasti dan masih membandingkan antara sidik jari yang ada di tempat 
kejadian perkara dengan para saksi yang mengetahui kejadian tersebut. 
Penyusun menyarankan sebaiknya (a) pihak kepolisian khusus 
pada divisi identifikasi sidik jari mempersiapkan sumber daya manusia 
yang ahli dalam bidang sidik jari agar setiap kasus  pembunuhan cepat 
tertangani. (b) kepolisian dalam menjalankan tugas pihak kepolisian tidak 
menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk melakukan 
proses penyidikan suatu perkara melainkan melakukan tindakan lebih 
aktif, progresif, dan persuasif untuk mengurangi perbuatan kejahatan di 
masyarakat khususnya pada tindak kejahatan pembunuhan sehingga 
dapat terwujud suasana yang aman, nyaman dan terkendali. (c) 
hendaknya kepolisian di Resor Kota Besar Makassar memperbaharui 
metode identifikasi sidik jari manual dengan metode identifikasi sidik  jari  
yang modern yaitu dengan menggunakan finger printing.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi/penafsiran dalam skripsi 
yang berjudul “Sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam penyidikan 
tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar”, 
maka penyusun  mengemukakan pengertian beberapa kata dalam judul 
tersebut di atas, sebagai berikut:  
a. Fungsi sidik jari merupakan proses menganalisis struktur kerutan 
untuk mengetahui dan membedakan orang. Dalam dunia 
identifikasi, sidik jari berfungsi untuk melakukan penyidikan dalam 
sebuah kasus kejahatan. 
b. Kekuatan sidik jari adalah tingkat akurasi struktur sidik jari yang 
dapat dibandingkan dengan seseorang yang dicurigai melakukan 
tindak pidana. Selain itu, sidik jari manusia berbeda-beda serta 
tidak berubah selamanya.  
c. Efektifitas sidik jari adalah pengaruh dalam hal membuktikan bahwa 
sidik jari yang dibandingkan sama atau tidak dengan yang dicurigai 
sehingga dapat mendapatkan hasil yang dibutuhkan.   
d. Pendukung alat bukti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) bahwa pendukung berarti penyokong; pembantu; 
penunjang. Jika demikian pendukung alat bukti yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah hal-hal baik itu berupa barang, dokumen 
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dan hal-hal lain, yang dapat digunakan sebagai pembantu, 
penunjang alat bukti, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. 
e. Tindak pidana pembunuhan adalah tindak kejahatan merampas 
nyawa manusia lain, atau membunuh, baik dilakukan secara refleks 
atau terencana. 
Adapun pengertian judul skripsi ini, yakni penyusun hanya 
membatasi tinjauannya pada fungsi dan efektifitas sidik jari sebagai 
pendukung alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang 
terjadi dalam wilayah yurisdiksi  Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. 
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam 
proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib 
terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 
oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. 
Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat 
bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Kepada terdakwa akan 
dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, 
menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.1 
 Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai 
pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, 
tindakan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu 
                                                         
1
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang 
Pengadila , Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke- 2, (Cet. 8. Jakarta: Sinar   
Grafika, 2006 ), h. 273. 
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peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan. Sementara dalam tahapan ini sudah ada tahapan 
pembuktian. Begitu pula halnya dengan ditentukan adanya tindakan 
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti  dan dengan bukti 
tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana 
kepada tersangka/terdakwa, maka hakim memerlukan 2 alat bukti. Alat 
bukti ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap tindak 
pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa.  
Adanya ilmu tentang identifikasi sidik jari pada dasarnya 
memudahkan pihak Kepolisian untuk mengungkap suatu kasus terkhusus 
pada tindak pidana pembunuhan. Setiap proses identifikasi di tempat 
kejadian perkara untuk mengetahui sidik jari korban maupun tersangka, 
harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang wajib 
dijalankan. 
Meskipun Sidik jari diharapkan mempercepat dan memudahkan 
proses identifikasi pengungkapan suatu kasus pembunuhan, kenyataanya 
tidak semudah itu. Setiap kasus yang ada terlebih dahulu pengangkatan 
sidik jari di tempat kejadian perkara lalu dibandingkan dengan sidik jari 
para saksi atau orang yang dicurigai sebagai pelaku. Akan tetapi, jika sidik 
jari dibandingkan tidak sesuai dengan sidik jari saksi atau orang dicurigai 
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maka pihak penyidik akan mengalami kebuntuan dan kendala, sehingga 
tidak dapat melanjutkan proses tahap penyelidikan. Selain itu, kesulitan 
yang sangat berarti juga terdapat pada data sidik jari yang ada di 
Kepolisian tidak identik atau tidak sama dengan sidik jari yang ada di 
tempat kejadian perkara. Banyak kasus yang tidak dapat diproses karena 
tidak ditemukan pelakunya hingga mereka ditetapkan sebagai daftar 
pencarian orang (DPO). 
Berdasarkan hal tersebut diatas, Penyusun tertarik mengkaji 
efektifitas sidik jari dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan 
dalam penelitian yang berjudul “Sidik jari sebagai pendukung alat bukti 
dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota 
Besar Makassar”.   
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penyusun 
mengemukakan  rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah fungsi sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam 
penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota 
Besar Makassar ? 
2. Sejauhmanakah efektifitas sidik jari dalam upaya mengungkap 
tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar ? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk  mengetahui fungsi sidik jari sebagai  pendukung alat bukti  
dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor 
Kota Besar Makassar. 
2. Untuk mengetahui efektifitas sidik jari sebagai pendukung alat bukti 
dalam penyidikan tindak  pidana  pembunuhan di Kepolisian Resor 
Kota Besar Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat  ilmiah 
Agar memberi kontribusi  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  
pada  umumnya  dan  ilmu  hukum pada  khususnya. 
2. Manfaat praktis 
Agar berguna bagi pembangunan masyarakat, khususnya dalam 
menegakkan keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Sidik Jari 
1. Pengertian dan Fungsi Sidik Jari 
Pengertian sidik jari secara teoritis dapat dibedakan antara pengertian 
sidik jari dalam arti sempit dan pengertian sidik jari dalam arti luas. 
Pengertian sidik jari dalam arti sempit adalah kulit yang menebal dan 
menipis membentuk suatu punggungan pada telapak jari yang 
membentuk suatu pola, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu 
kulit berganti akan membentuk pola yang sama kecuali kulit tersebut 
mengalami luka bakar yang parah. Sedangkan pengertian sidik jari dalam 
arti luas adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, 
dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda 
karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.2 
Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pengertian sidik jari dalam arti 
luas dan dalam arti sempit. Namun, yang sering digunakan dalam hal ini 
adalah pengertian sidik jari secara umum untuk mengetahui identitas 
seseorang. 
Gilang S., selanjutnya mengemukakan bahwa: 
“Selain itu ada yang dinamakan dengan sidik jari laten yaitu bekas 
tapak jari, telapak tangan, dan telapak kaki yang tertinggal pada 
                                                         
2
Gilang S, Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik, Studi Identfikasi Sidik Jari dalam Kasus 
Pidanahttp://jurisprudence-journal.org/2012/07/fungsi-kepolisian-sebagai-penyidik-studi-
identifikasi-sidik-jari-dalam-kasus-pidana.(22 Januari 2014). 
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permukaan benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP, 
baik yang dapat dilihat dengan mata maupun tidak”.3 
 
Maksud dari  kalimat di atas dapat di simpulkan bahwa sidik jari 
laten yaitu barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara yang 
berupa bekas tapak jari yang dapat dilihat dengan mata maupun tidak.  
 
“Dalam ilmu kepolisian adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak 
tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan 
dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada 
permukaan benda”.4 
 
 
Salah satu petunjuk sejarah mengenai sidik jari ialah 
diketemukannya peninggalan dari orang-orang Indian pra sejarah berupa 
sebuah lukisan kasar sidik jari pada sebuah batu karang di Nova Scotia. 
Selain itu, diketemukannya pula sidik jari pada tanah liat yang diartikan 
sebagai segel atau materai dari surat-surat jual beli dari zaman Dinasti 
Tang pada abad ke-8. Perkembangan pengetahuan manusia terhadap 
nilai sidik jari melalui suatu proses panjang dari masa ke masa. Setelah 
dipertentangkan dan diperbandingkan dengan metode-metode yang lain, 
akhirnya sidik jari diakui sebagai metode, identifikasi yang paling tepat. 
Pada permulaan abad ini hanya pihak Institusi Kepolisian Indonesia yang 
diberi wewenang untuk mengajarkan ilmu ini.5 
Seorang berkebangsaan Inggris yang benama Sir Richard Edward 
Henry telah mengelompokkan tentang sidik jari sehinga berkat usahanya, 
pihak kepolisian dan hukum terbantu dalam mengungkapkan kejahatan. 
                                                         
3
Badan Reserse Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Bahan 
Pelajaran Bidang Daktiloskopi Umum,h. 16. 
4
Ibid.,h. 15. 
5
Ibid.,h. 25. 
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Henry bukanlah penemu teknik atau metode sidik jari. Namun, berkat 
kepeloporannya saat mendirikan Biro Sidik Jari di Scotland Yard, 
penggunaan sidik jari menjadi bagian penting aparat penegak hukum.6 
Dalam faktanya, sidik jari berfungsi sebagai metode identifikasi 
dalam mengungkap setiap kasus untuk melacak para korban maupun 
tersangka. Identifikasi Sidik jari dikenal dengan Daktiloskopi atau 
Daktilografi adalahyang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan 
kembali (identifikasi) terhadap orang dan merumus pola sidik jari pada 
tapak tangan yang sama, kiri maupun kanan.7 
Keberadaan titik fokus didalam sidik jari akan berperan penting 
dalam menentukan termasuk klasifikasi apa sidik jari tersebut. Prosesnya 
dengan kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, 
mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, 
mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat 
keterangan sidik jari seseorang. Kegiatan pelaksanaan dari hal tersebut 
diatas dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari 
atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi sidik jari.8 
Sidik jari sendiri merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang 
sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun 
bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan 
kulit telapak tangan maupun kaki. Dalam sidik jari untuk keperluan 
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pendataan dikenal dengan istilah data sidik yaitu rekaman jari tangan atau 
telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur  garis-garis  halus dengan 
pola tertentu. Dalam  pembahasan ini hanya mengarah pada sidik jari 
telapak tangan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf  h Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
menyatakan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah menyelenggarakan 
identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan 
psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan 
identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak 
pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan 
instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.  
Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa tugas kepolisian 
adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian dan sebagai bentuk identifikasi non-tindak pidana bagi 
masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.  
Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata to Identify 
artinya mengenal kembali. Identity artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan 
identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, 
benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada 
orang atau hewan dan  benda  tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-
ilmu forensik istilah identifikasi mengandung pengertian Usaha mencari 
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sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda dan hewan) dengan 
membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari 
persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu. 
Menurut Marisa Dewi Astuti bahwa: 
 
“Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting 
dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat 
kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu 
tempat kejadian perkara dalam suatu olah tempat kejadian perkara 
(TKP) maka polisi memberikan garis batas (police line) dengan 
tujuan agar keasliantempat perkara tetep terjaga. Begitupun tidak 
sembarang orang dapat memegangbenda-benda yang ada 
disekitar tempat kejadian sehingga sidik jari pelaku dapat 
diidentifikasi secara jelas dan mudah. Sidik jari merupakan jejak 
atau alur kulit yang ditemukan pada telapak tangan dan bagian 
plantar”.9 
 
Istilah sidik jari mengacu pada ibu jari, telapak dan jari kaki. Ketika 
diperiksa oleh ahli sidik jari menjadi alat identifikasi yang sangat berharga. 
Identifikasi sidik jari pertama kali ditemukan pada tahun 1982 di Buenos 
Aries oleh Juan Vucatich, hal ini disebabkan adanya kasus pembunuhan 
terhadap dua orang anak laki-laki Fransesca Rojas, dimana dia menuduh 
tetangganya telah membunuh kedua anaknya. Sidik jari yang 
mengandung bercak darah ditemukan pada pintu dekat dengan lokasi 
korban ditemukan. Pintu tersebut kemudian dilepas dan dibawa kepusat 
identifikasi bersama dengan sidik jari tersangka dan Rojas. Sidik jari Rojas 
diperiksa dan dia mengaku telah membunuh kedua anaknya.10 
Berdasarkan kalimat di atas dapat dinyatakan bahwa sidik jari ini 
merupakan hal penting untuk mengindentifikasi pelaku yang terdapat di 
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tempat kejadian perkara.Sehingga sidik jari pelaku akan lebih jelas dan 
mudah ditemukan.  
Sidik jari laten adalah bekas tapak jari, telapak tangan dan telapak 
kaki yang tertinggal pada permukaan benda-benda yang ada di tempat 
kejadian perkara (TKP) baik yang dapat dilihat dengan mata maupun 
tidak.11 
1. Sidik jari yang terlihat, seperti pada debu, lumpur, darah, minyak 
atau permukaan yang kontras dengan latar belakangnya; 
2. Sidik jari laten, tersembunyi sebelum dimunculkan dengan serbuk 
atau alat polly light; 
3. Sidik jari cetak, pada permukaan yang lembut seperti lilin, purtty; 
4. Sidik jari etched, pada logam yang halus disebabkan oleh asam 
yang ada dalam kulit;12 
Sidik jari banyak ditemukan dalam tempat kejadian perkara dan 
sangat amat mudah rapuh jika tidak dijaga dan ditangani dengan baik. 
Untuk dapat memudahkan proses identifikasi sidik jari maka seringkali 
digunakan serbuk atau bahan kimia lain atau bahkan fotografi pollylight.13 
Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari 
keterlibatanya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwa 
adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang. Lamanya 
sidik jari tergantung pada beberapa faktor,yaitu: 
1. Komposisi sidik jari laten; 
2. Bahan yang terkandung didalamnya; 
3. Kondisi lingkungan; 
4. Bahan yang melekat pada sidik jari; 
5. Posisi sidik jari laten; 
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Badan Reserse Kriminal Polri, Mengenal Teknologi Identifikasi (Cet.1; Jakarta: pusat 
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6. Lamanya waktu antara terbentuknya sidik jari dengan 
pemeriksaan;14 
 Berdasarkan kalimat di atas dapat dinyatakan bahwa sidik jari 
dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatanya dalam 
suatu tindak pidana sehingga sidik jari ini dapat  membuktikan bahwa 
adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang. 
Pada sidik jari laten untuk dapat melakukan identifikasi harus 
dimunculkan terlebih dahulu dengan serbuk warna (untuk benda 
menyerap atau tidak menyerap) teknik pencahayaan (non desruktif), 
pollylight atau cyanoacrylate (super glue untuk benda yang tidak 
menyerap), hal ini dikarenakan sifatnya rapuh, sehingga dalam melakukan 
identifikasi seorang penyidik harus memakai sarung tangan untuk 
mencegah tercampurnya sidik jari penyidik dengan tersangka. Dalam 
identifikasi sidik jari laten perlu disadari dimana kemungkinan letak sidik 
jari tersebut, apabila diduga sidik jari laten terdapat pada permukaan gelas 
maka harus dipegang dengan sangat hati-hati.15 
1. Pola Arch : Bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya 
datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke 
sisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik di tengah-
tengah. 
2. Pola Loop : Bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih 
datang dari satu sisi lukisan, melereng, menyentuh atau melintasi 
suatu garis bayangan yang ditarik diantara delta dan core, berhenti 
atau cenderung berhenti kearah sisi semula. 
3. Pola Whorl : Yaitu sidik jari yang mempunyai dua delta dan 
sedikitnya satu garis melingkar di dalam pattern area yang berjalan 
di depan kedua delta. Whorl sendiri terbagi menjadi Plain Whorl, 
Central Pocket Loop Whorl. Double Loop Whorl dan Accidental 
Whorl. 
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4. Pola Double loop : Pola ini mempunyai dua loop dimana satu alur 
kulit mengalir kekiri dan satu alur kulit mengalir ke kanan sehingga 
terdapat dua delta.16 
Dalam mengungkapkan suatu kejahatan. ilmu forensik memiliki 
keterkaitan yang sangat erat pelaksanaanya. Ilmu forensik adalah aplikasi 
dari ilmu pengetahuan bagi kepentingan hukum pidana dan hukum 
perdata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan kepolisian dalam 
suatu sistem peradilan kriminal.17 
Oleh karena itu, ilmu forensik mempunyai pengertian luas yang 
mencakupi hampir semua disiplin ilmu yang digunakan untuk melakukan 
investigasi dengan tujuan menyeret semua penjahat ke depan pengadilan. 
2. Peranan Identifikasi Sidik Jari sebagai Barang Bukti 
Di era yang serba canggih dan modern seperti saat ini, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dituntut untuk berkembang mengikuti 
kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatkan 
keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindakan 
pidana pembunuhan.18 
 Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 
dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa tindakan-
tindakan yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan 
sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik 
seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, 
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pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang 
dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta 
penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan 
berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.19 
Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih 
sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan 
yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya 
dilakukan oleh penjahat professional. Oleh karena itu ketelitian dan 
keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di 
tempat kejadian perkara sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari 
yang tertinggal pada tempat kejadian perkara merupakan jenis sidik jari 
latent dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya 
menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk 
untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik 
jari latent ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), maka akan 
dicocokan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum 
sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan 
dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang 
tersimpan di data base kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih 
dahulu sidik jari latent tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang 
yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara 
(TKP). Hal ini untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan di 
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tempat kejadian perkara (TKP) guna mencari ada atau tidaknya sidik jari 
asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-
orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian 
perkara (TKP) adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam 
tempat kejadian perkara (TKP) sebelum adanya laporan kehilangan. Hal 
ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas 
pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam 
lingkungan.20 
Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (arch), sangkutan (loop), dan 
lingkaran (whorl). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi 
beberapaa sub-group yaitu bentuk busur terbagi menjadi plain arch dan  
tented arch, bentuk sangkutan terbagi menjadi Ulnar loop dan Radial loop, 
sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi plain whorl, central pocket 
loop whorl, double loop whorl dan accidental whorl. Perbedaan utama dari 
ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta 
pada lukisan sidik jarinya.21 
Umumnya sidik jari latent berdampingan satu sama lain (letaknya 
berdampingan/kombinasi). Guna mempermudah pemeriksaan, harus 
ditentukan terlebih dahulu asal dari jari latent tersebut. Kemudian sidik 
jari latent atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan 
sidik jari yang diketahui pada Fingerprint Comparator, lalu dengan 
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menggunakan peralatan tersebut di atas  dimulai membandingkan kedua 
sidik jari tersebut.22 
Pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik 
jari latent (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak 
boleh sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua 
sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian 
melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta 
mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa 
kedua sidik jari tersebut (latent dan yang diketahui) berasal dari yang 
sama (identik).23 
Berdasarkan pengertian Pasal 183 KUHAP, hakim di dalam 
menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 
alat bukti yang dapat menambah keyakinan hakim di pengadilan, dalam 
KUHAP Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa. 
Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa 
yang seorang ahli nyatakan di sidang  pengadilan”. Jadi, pasal tersebut 
tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. 
Kemajuan tekhnologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam 
mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS 
(Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) yang merupakan 
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sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang 
merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi yang 
baru.lahir. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam data base sidik jari 
nasional dan akan menunjang program kartu tanda penduduk (KTP) 
nasional yang memiliki single identification number (SIN) atau nomor 
induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-
benar cerdas karena chips yang terbenam di dalam kartu merekam 
seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal 
yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan 
mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam 
mengungkap tindak pidana.24 
3. Perkembangan Sidik Jari di Indonesia 
Tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda secara resmi telah 
mengeluarkan suatu ketentuan yang berupa Koniklijke Besluit tanggal 16 
Januari 1911 No. 27, dimuat dalam Indonesia Staatblad No. 234 tahun 
1911, yang isinya menetapkan, memperlakukan atau menggunakan sidik 
jari untuk mengenal kembali seseorang sebagai pengganti sistem 
anthropometric yang berlaku sebelumnya. Sedangkan pelaksanaanya 
diserahkan kepada Departemen Kehakiman (Departement van Justitie) 
dan baru terwujud yaitu pada tanggal 12 Nopember 1914, dengan 
didirikannya Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman dengan 
nama Centraal Kantoor voor Dactyloscopie van de Departement van 
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Justitie, dengan tugas utamanya mengumpulkan keterangan sebanyak-
banyaknya dari semua orang yang ada di Indonesia baik kriminal maupun 
nonkriminal, serta memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan 
oleh instansi-instansi lain, baik pemerintah maupun swasta.25 
Pihak kepolisian Hindia Belanda (Algemeene Politie) tidak 
ketinggalan dalam hal ini. Berdasarkan Keputusan Gubenur Jenderal 
Hindia Belanda yang dimuat dalam Staatblad No. 322 Tahun 1914, 
dibentuklah Kantor Daktiloskopi yang terpisah dari Kantor Pusat 
Daktiloskopi Kehakiman tersebut diatas. Akan tetapi, hal ini akan 
berlangsung lebih kurang dua tahun saja, dan pada tahun 1961 kegiatan 
pelaksanaan tugas yang menyangkut penghimpunan, pengelolaan , dan 
penyimpanan kartu-kartu sidik jari diserahkan kepada Kantor Pusat 
Daktiloskopi Departemen Van Justitie. Sedangkan tugas-tugas dan 
kegiatan yang menyangkut bidang kriminal Daktiloskopi dilaksanakan oleh 
pihak kepolisian. Hal ini berlangsung sampai Indonesia merdeka. Dalam 
perkembangannya sejak tahun 1945 hingga sekarang, baik nama maupun 
statusnya dalam Struktur Organisasi kepolisian RI, organ Daktiloskopi ini 
telah mengalami beberapa perubahan.26 
Pada tahun 1959 Kepolisian Negara Republik Indonesia  mulai 
berusaha menyusun dan membangun Kantor Pusat Daktiloskopi sendiri 
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karena didesak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan tugas 
kepolisian yang terasa semakin kompleks.27 
4. Hubungan Science Investigation dengan Sidik Jari 
Dalam mengungkapkan sesuatu kejahatan ilmu forensik memiliki 
keterkaitan yang sangat erat pelaksanaanya. Ilmu forensik adalah aplikasi 
dari ilmu pengetahuan bagi kepentingan hukum pidana dan hukum 
perdata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan kepolisian dalam 
suatu sistem peradilan kriminal.28 
Oleh karena itu, ilmu forensik mempunyai pengertian luas yang 
mencakupi hampir semua disiplin ilmu yang digunakan untuk melakukan 
investigasi dengan tujuan menyeret semua penjahat ke depan pengadilan. 
Science investigation yaitu ilmu investigasi yang merupakan proses 
penyidikan yang dalam sistem pembuktian memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik 
(identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran 
forensik dan ahli forensik). Divisi ini bertanggung jawab untuk 
pengumpulan, perbandingan dan interpretasi bukti fisik yang ditemukan di 
tempat kejadian perkara atau dikumpulkan dari tersangka dan korban. 
Analisis berbagai jenis bukti dapat menghubungkan tersangka untuk 
kejahatan, mengasosiasikan item tertentu ke sumber tertentu atau 
menentukan keadaan sekitar tempat kejadian.29 
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Dalam hukum pidana di Indonesia, science invertigation digunakan 
baik terhadap benda, korban, tersangka ataupun mayat.30 Oleh karena itu 
dikenal dengan adanya labolatorium kriminal, ahli rekonstruksi dan ahli 
forensik guna memberikan keterangan terhadap barang bukti yang 
ditemukan.Dari seluruh proses Investigasi secara ilmiah akan membantu 
proses pembuktian di pengadilan khususnya pada saat pemeriksaan saksi 
ahli. D alam undang-undang Hukum Acara Pidana, Science Investigation 
dikategorikan dalam keterangan ahli.31 Hal ini dikarenakan diperlukan 
keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan yang khusus pula 
sehingga berdasarkan penelitian ilmiahterhadap barang bukti dapat 
memberikan penjelasan kepada penyidik ataupun majelis hakim mengenai 
hal-hal yang bersifat teknis, seperti ahli forensik akan menerangkan 
senjata api dan lainnya yang secara umum tidak diketahui oleh penyidik 
ataupun majelis hakim. Dengan demikian Science Investigation 
merupakan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 
KUHAP sebagai salah satu alat bukti. 
Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli 
adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Jadi 
pasal tersebut memberikan sedikit banyak penjelasan bahwa keterangan 
yang diberikan seorang ahli didasarkan pada suatu penyidikan ilmiah 
(Science Investigation).32 
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Science investigation atau penyidikan ilmiah dapat diberikan 
sebelum atau sesudah pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum 
yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengangkat 
sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hasil penyelidikan 
ilmiah tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau jaksa 
penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk 
memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan 
(BAP).33 
Para ahli ini wajib memberikan keterangan ahli sesuai bidangnya 
masing-masing sehingga dari analisisnya dapat membantu pihak 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap para pelaku 
tindak kejahatan pembunuhan. 
5. Pejabat yang Berwenang Melakukan Pengambilan Sidik Jari 
Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah 
pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang 
diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. Berdasarkan penjelasan  tersebut, maka pejabat yang 
berwenang melakukan tindakan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
diberikan oleh undang-undang yang mengatur mengenai wewenangnya 
untuk melakukan penyidikan. Kecuali dalam hal tindak pidana khusus 
jaksa masih memegang wewenang melakukan penyidikan. 
                                                         
33
Marisa Dewi Astuti, op.cit. h.44. 
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Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak 
sebagai penyidik ditinjau dari instansi maupun kepangkatan, ditegaskan 
dalam pasal 6 KUHAP. Adapun ketentuan pasal 6 KUHAP, itu sebagai 
berikut: 
1) Penyidik adalah: 
a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; 
b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang. 
2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 
 
Kendala penyidik dalam menemukan barang bukti sidik jari dalam 
penyidikan seringkali di dalam melakukan tugas penyidikan menemui 
hambatan atau bahkan gagal dalam mengumpulkan bukti dari tempat 
kejadian perkara (TKP). Adapun kendala yang ditemui penyidik dalam 
kegiatan yang dilakukan oleh unit identifikasi untuk membantu penyidikan 
dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:34 
1. Faktor Intern 
Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam 
mengolah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti untuk 
penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan 
identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan 
petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan 
kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku 
yang seharusnya dapat dijadikan bukti. 
                                                         
34
DianorSutra. Fungsi Kepolisian sebagai penyidik utama studi identifikasi sidik jari 
dalam kasus pidana.http://jurisprudence-journal.org/fungsi-kepolisian-sebagai-penyidik-utama-
studi-identifikasi -sidik-jari-dalam-kasus-pidana ( 22 Januari 2014 ). 
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Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam 
melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga 
sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, 
keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang 
dikumpulkan.Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada tempat kejadian 
perkara (TKP) yang sudah lama, disebabkan karena tindak pidana baru 
diketahui setelah sekian lama. 
2. Faktor Ekstern 
Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat 
mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di tempat kejadian perkara 
(TKP) dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik 
dalam mendapatkan bukti. Antusias masyarakat di sekitar lokasi tempat 
kejadian perkara (TKP) bisa menjadi ancaman besar terutama pada 
keaslian tempat kejadian perkara (TKP), hal ini dikarenakan pada 
umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan 
tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku 
dan bahkan rusaknya sidik jari latent pelaku karena terhapus atau 
tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-
barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan. 
Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya/berubahnya 
tempat kejadian perkara (TKP), seperti keadaan cuaca/iklim, kelembaban, 
suhu udara, dan perubahan-perubahan temperatur disuatu daerah dimana 
sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan 
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berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau 
bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan 
penghambat alamiah yang bisa terjadi kapan saja, bisa dikarenakan oleh 
perubahan cuaca atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam 
keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan bukti tindak pidana, 
misalnya tindak pidana terjadi saat keadaan banjir. 
B. Alat-alat Bukti Dalam KUHAP 
Dalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang 
dapat diajukan di depan sidang peradilan. Adapun alat-alat bukti yang sah 
tersebut aalah sebagai berikut : 
1. Keterangan saksi 
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan 
di sidang pengadilan. Saksi merupakan orang yang dapat memberi 
keterangan  guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau 
dialaminya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi 
de auditu tidak boleh begitu saja dikesampingkan karena dapat 
digunakan untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian. 
Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 
Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan 
dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain 
tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan tersebut sesuai 
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dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan 
sebagai tambahan alat bukti sah yang lan. 
Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan 
sungguh-sungguh memperhatikan : 
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lan; 
b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lan; 
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu; 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya. 
 
2. Keterangan ahli 
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang 
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
Keterangan seorang ahli dapat diberikan waktu pemeriksaan oleh 
penyidik yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan 
mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan. 
3. Surat 
Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada 
satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat 
yaitu Pasal 187. Pasal ini terdiri 4 ayat : 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
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yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
c. Surat keterangan dai seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. 
Pada umumnya surat yang dimaksud oleh Pasal 184 KUHAP 
adalah surat yang termasuk akta autentik yang tercantum dalam Pasal 
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni suatu akta yang dibuat 
oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu. 
Misalnya akta notaris, putusan/penetapan hakim, Berita Acara dan 
sebagainya. 
4. Petunjuk 
 Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian ata keadaan yang 
karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
 Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari: 
a. Keterangan saksi; 
b. Surat; 
c. Keterangan terdakwa. 
 
 Petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung karena Hakim 
dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah 
menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih 
yang ada persesuaiannya satu sama lain. 
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5. Keterangan terdakwa 
 Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam 
persidangan tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung 
oleh suatu aat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 
kepadanya. 
 Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
melainkan harus disertai dengan alat bukti lannya.  
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sidik jari 
merupakan alat bukti berupa keterangan seorang ahli (verklaringen van 
een deskundige: expert testimony). Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa 
keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang 
pengadilan. 
C. Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh artinya 
membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan 
berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. 
Dari segi bahasa, Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang 
mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mematikan, 
menghilangkan. Sedangkan dari segi hukumnya, hal ini dapat dilihat dari 
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rumusan pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa 
yang merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap jiwa orang lain. 
Selain dalam KUHAP, diatur juga dalam KUHP mengenai kejahatan 
terhadap nyawa dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP hingga Pasal 350 KUHP 
yang menetapkan sebagai berikut: 
Pasal 338 : 
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lan, diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paing lama lima belas tahun. 
Pasal 339 : 
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
Pasal 340 : 
Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih 
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
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Pasal 341 : 
Seorang ibu yang karena akan takut diketahui bahwa dia melahirkan 
anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu 
dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak 
sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pasal 342 : 
Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya 
karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, 
menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak 
lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri 
dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. 
Pasal 343 : 
Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang 
diterangkan dalam Pasal 341dan Pasal 342 dipandang sebagai 
pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana. 
Pasal 344 : 
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-
sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun. 
Pasal 345 :  
Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, 
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk 
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itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang 
itu bunuh diri. 
Pasal 346 : 
Seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
Pasal 347 : 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Pasal 348 : 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam 
dengan pidana penjara tujuh tahun. 
Pasal 349 : 
Jika seorang dokter, bidan dan juru obat membantu melakukan 
kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu 
melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 
Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat 
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ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan 
pekerjaannya dalam mana kejahatannya itu dilakukan. 
Pasal 350 : 
 Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan 
berencana, atau karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 344, 
347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tertentu dalam Pasal 
35 nomor 1-5. 
Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat kejam dan tidak 
manusiawi. Hal ini tertuang dalam ketentuan-ketentuan di atas, sehingga 
bagi pelaku tindak pindana pembunuhan dikenakan sanksi berupa pidana 
penjara selama lima belas tahun, untuk memberikan efek jera 
D. Ilmu-ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana 
Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materil. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, selain pengetahuan tentang hukum 
pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para penegak hukum seperti 
polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum mempunyai bekal 
pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran 
materil.  
1. Logika  
Dalam usaha menemukan kebenaran, orang tentu memakai pikiran 
dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan keterangan yang 
lain. Dalam hal ini dibutuhkan logika. Bagian hukum acara pidana yang 
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paling membutuhkan pemakaian logika ialah masalah pembuktian dan 
metode penyelidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya 
dipergunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. Bertolak dari Hipotesis 
inilah diusahakan pembuktian yang logis. Kenyataan-kenyataan yang 
ditemukan, menarik pikiran kepada hipotesis, dan dengan penemuan 
fakta-fakta sesudahnya akan membentuk konstruksi yang logis. 
2. Psikologi 
Melalui logika kita mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya 
kebenaran materiil. Hakim, Jaksa, dan terdakwa juga manusia yang 
mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah 
lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu. Hakim seharusnya 
mempunyai rasa seni yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta yang 
sangat halus dan penyimpangan yang lahir dari unsure kejiwaan 
terdakwa. 
Begitu pula dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam 
interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai dan dapat 
menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya saja setiap orang suka 
dipuji-puji, berlaku juga pada tersangka. Pemeriksaan pun perlu 
menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring 
tersangka menuju penjara, tetapi sebagai “kawan” yang berbicara dari hati 
ke hati dengan tersangka. Sikap kekerasan sama sekali dihindari. 
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Hakim pun dalam membuat pertanyaan perlu memperlihatkan agar dia 
tetap merupakan tokoh yang berwibawa dan menguasai seluruh masalah 
dalam persidangan.  
3. Kriminalistik 
Kalau psikologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana 
berguna dalam hal menghadapi tersangka atau terdakwa, maka 
kriminalistik berguna dalam hal menilai faktanya. Fakta yang ditemukan 
oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan 
putusannya. Kalau logika perlu bagi penyusunan jalan pikiran dalam 
pemeriksaan dan pembuktian, psikologi unuk mengerti terdakwa, saksi 
dan ahli, maka kriminalistik perlu untuk melakukan rekonstruksi.  
Dalam pembuktian, bagian kriminalistik yang dipakai ialah ilmu tulisan, 
ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologik, ilmu racun, pengetahuan tentang 
luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antropometri dan antropologi. 
4. Psikiatri 
Yang perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan kebebasan 
materiil bukan hanya manusia dan situasi yang normal tetapi kadang-
kadang juga hal-hal yang abnormal. Dalam hal ini psikiatri dibutuhkan pula 
oleh ilmu hukum acara pidana. 
Psikiatri yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasa 
disebut psikiatri untuk peradilan atau psikiatri forensik. 
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5. Kriminologi 
Dalam usaha untuk mengetahui sebab atau latar belakang suatu 
kejahatan, perlu dipelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan 
kebenaran materiil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai 
dengan situasi konkret maka perlu diketahui sebab atau latar belakang 
suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian 
penulisan suatu karya ilmiah. Dengan penelitian akan menjawab objek 
permasalahan yang diuraikan di rumusan masalah. Untuk memperoleh 
data yang diperlukan, penyusun memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar karena 
merupakan lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara 
yang berkenaan dengan penyusunan skripsi ini. 
B. Jenis Data 
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer  
Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 
bersumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui penelitian  
di perpustakaan dan teknik pengumpulan dan infentarisasi buku-
buku, karya ilmiah, dan juga dari internet serta dokumen-dokumen, 
materi yang pembahasannya berkaitan dengan  skripsi ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menjaring  
informasi atau pendapat secara langsung dengan jalan  
wawancara kepada  pihak penyidik Kepolisian Resor Kota 
Besar Makassar.  
2. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, 
mempelajari buku-buku dan sumber bacaan yang berkaitan 
dengan penelitian ini.  
D.  Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatife 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif 
guna memberikan pemahaman yang lebih jels dan terarah dari hasil 
penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Sejarah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 
Lahir, tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar tidak lepas dari sejarah perjuangan Kepolisian Republik 
Indonesia yang selanjutnya di singkat/akronimkan dengan Polri dalam 
kemerdekaan Negara Republik Indonesia dimulai sejak proklamasi. Polri 
telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks dalam 
menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Kepolisian 
Republik Indonesia juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan 
penjajah dan berbagai operasi militer. Kondisi ini dilakukan Kepolisian 
Republik Indonesia  karena Kepolisian Republik Indonesia lahir sebagai 
satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lengkap. Hanya empat hari 
setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas 
pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi 
Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Inspektur Kelas I ( Letnan 
Satu ) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya.35 
Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri, karena Polri lahir sebagai 
satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat 
hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara 
tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi 
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Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi 
Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain 
mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara 
Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan 
patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang 
dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.36 
Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga 
terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin 
melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut 
justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena 
itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-
mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal 
sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai 
hari Pahlawan Nasional, yang setiap tahun diperingati oleh bangsa 
Indonesia. Pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya menjadi sangat 
penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat 
Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu 
menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi Bangsa dan Negara 
Indonesia dimata dunia.
37
 
Andil pasukan polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan 
rakyat ketika itupun sangat besar. Alam menciptakan keamanan dan 
ketertiban didalam negeri, Polri juga sudan banyak disibukkan oleh 
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berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, 
PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. 
Perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan 
global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam 
negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan 
ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang ditempuh 
oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, 
termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, 
misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia Tenggara).38 
Sejarah historis kepolisian RI lahir  1 Juli 1946. Saat itu jabatan 
tersendiri yang berada langsung di bawah perdana menteri. Berdasarkan 
Kep.Kapolri NoPol / Keputusan / 06 / IX / 1996 maka pada tanggal 16 
September 1996 terbentuk Kepolisian Resor Kota Makassar yang 
berkedudukan di Makassar. Kepolisian Resor Kota Makassar bertanggung 
jawab terhadap stabilitas keamanan pada wilayah Kota Makassar secara 
menyeluruh. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar saat ini 
dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Drs. J. Wisnu Sanjaya, SH, dan 
wakilnya oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Toto Wisdiarto, S.I.K.39 
Di Kota Makassar yang penduduknya terdiri atas suku Makassar, 
Bugis, Toraja, Mandar dan berbagai macam suku yang ada di Indonesia  
tinggal dan menetap di Kota Makassar, maka dapat melaksanakan tugas 
pokok dan tugas-tugas yang lain Kepolisian Resor Kota Besar  Makassar  
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didukung oleh personil Polri dan personil PNS. Personil Polri terdiri atas: 
Pati, Pamen, Pama, Bintara, Tamtama, sedangkan personil PNS terdiri 
atas: gol IV, III,  II,  I Capeg dan honorer.40 
Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 
Visi: 
Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah 
Kota Makassar dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat 
professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat 
pengelolaan permasalahan dan pengelolan kepolisian yang terprogram 
dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah  Kota  
Makassar  yang  aman dan dinamis. 
 
Misi: 
1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada 
masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik 
maupun psikis. 
2. Selalu melaksanakan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam 
rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam 
rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan 
melindungi masyarakat. 
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3. Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preventif 
dan penegakan hukum yang terukur, professional dan proporsional 
serta menjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat 
keresahan masyarakat. 
4. Mewujudkan wilayah Kota Makassar yang aman dan tertib melalui 
giat, mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat pada 
umumnya dengan pemperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sehingga Kota Makassar dapat menjadi pintu gerbang 
Indonesia Timur dimata internasional dan regional. 
5. Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma 
dan nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis. 
6. Menegakkan hukum secara cepat professional dan proporsional 
dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM menuju 
kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
41http://www.polrestabesmakassar.com.(7 Agustus 2014). 
 
42 
 
Stuktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 
 
B. Fungsi Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam 
Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resor  
Kota Besar Makassar 
 
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa alat-alat bukti yang 
sah dalam persidangan perkara pidana menurut pasal 184 KUHAP 
adalah: 
(1) Alat-alat bukti yang sah ialah: 
a.keterangan saksi; 
b.keterangan ahli; 
c.surat; 
d.petunjuk; 
e. keterangan terdakwa; 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui umum tidak perlu 
dibuktikan. 
Dalam realitanya dalam kasus pembunuhan, sulit untuk dapat 
mengidentifikasi dan menemukan tersangka melalui keterangan saksi. 
Oleh karena itu, Kepolisian sebagai lembaga yang berwenang, 
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menggunakan berbagai macam metode dalam mengungkap pelaku tindak 
pidana tersebut, salah satunya dengan menggunakan sidik jari.  
Sebelum menjelaskan fungsi sidik jari dalam mengungkap tindak 
pidana pembunuhan, terlebih dahulu penyusun sampaikan bahwa tindak 
pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar cukup banyak.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jumlah kasus 
pembunuhan dalam wilayah hukum di Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel/kolom di bawah ini: 
 
Jumlah Kasus Pembunuhan dan Penggunaan Sidik Jari pada Polrestabes 
Makassar 
No Bulan Jumlah 
Kasus 
% Sidik Jari %  
1 Januari 12 13 2 7 
2 Februari 9 10 6 21 
3 Maret  7 8 0 0 
4 April 5 5 2 7 
5 Mei 2 2 0 0 
6 Juni 4 4 1 4 
7 Juli 8 9 2 7 
8 Agustus 5 5 0 0 
9 September 10 11 3 11 
10 Oktober  4 4 2 7 
11 November 4 4 0 0 
12 Desember 23 25 10 36 
  93 100 28 100 30% 
Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2011 
Dari data tersebut di atas, dapat diijelaskan bahwa rata-rata pelaku 
tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota 
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Besar Makassar yaitu 7,75 kasus setiap bulannya. Namun, kualitas kasus 
pembunuhan dalam proses penyelesaiannya yang dimulai dari penyidikan 
sampai pada ditemukannya pelaku pembunuhan, mengalami banyak 
kendala, salah satunya dalam mengidentifikasi identitas pelaku. 
Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar, dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan masih 
menggunakan tinta sidik jari. Penggunaan metode ini telah diterapkan 
pada beberapa kasus pembunuhan, khususnya tindak pidana 
pembunuhan terorganisir yang dalam pelaksanaannya belum cukup baik, 
karena disebabkan kurangnya fasilitas dalam mengidentifikasi sidik jari 
pelaku pembunuhan. 
Pada tabel penelitian di atas, penyusun menjelaskan bahwa jumlah 
keseluruhan kasus yang dalam pengungkapannya didukung oleh 
identifikasi sidik jari sebanyak 28 kasus pada tahun 2011. 
Bulan januari dua kasus, februari enam kasus, april dua kasus, juni 
satu kasus, juli dua kasus, september tiga kasus, oktober dua kasus, dan 
desember sepuluh  kasus. Pengungkapan kasus melalui identifikasi sidik 
jari yang terbanyak terdapat di bulan desember sebanyak sepuluh kasus. 
Dan yang terendah terdapat di bulan juni sebanyak satu kasus.  
Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem 
yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang 
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mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, 
menolak dan menilai suatu pembuktian. 
Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:  
1. Undang-Undang;  
2. Doktrin atau ajaran;  
3. Yurisprudensi.42 
 
Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana 
telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan 
adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar 
bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.43 
Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral 
di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui 
tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan 
membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa 
terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian 
adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 
undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 
yang didakwakan. Ini merupakan salah satu pertimbangan hukum 
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mengapa pembuktian dalam suatu persidangan menjadi hal yang sangat 
penting dan bersifat fatal bagi penegakan hukum di Indonesia.44 
Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam 
suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi, KUHAP di Indonesia 
menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di 
dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
(negatief wettelijke bewujs theorie) terdapat unsur dominan berupa 
sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim 
hanya merupakan unsur pelengkap.45 
Jadi, dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut 
bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit 
dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 
183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan 
mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan 
hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk 
mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu 
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pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 
pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.46 
Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan 
hukum acara pidana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada 
khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk 
menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh 
hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam 
bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan 
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan 
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 
itu tidak merupakan suatu tindak pidana.47 
Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik 
setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri 
tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, 
kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan 
perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan 
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pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti 
atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah 
persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah 
tersangka akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan 
pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam 
suatu tindak pidana, sangat diperlukan. 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel (Kaur 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa:  
“Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang 
bukti”. Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang 
mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan 
mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, 
misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Ini sependapat 
dengan Daniel (Kaur Identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota 
Besar Makassar) yang merupakan penyidik di Kepolisian Resor 
Kota Besar Makassar yang mengatakan bahwa “setiap tindak 
pidana yang terjadi akan meninggalkan barang bukti di tempat 
kejadian perkara (TKP) sebagai alat untuk melukai hingga 
membunuh korbannya. Setiap terjadi tindak kejahatan terkhusus 
pada pembunuhan, maka pihak penyidik terlebih dahulu melakukan 
olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tersebut sebagai 
bahan tindak lanjut untuk penyelidikan awal”.48 
 
Hal ini juga menjadi dasar dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP. Selain 
itu, selain mencari barang bukti juga dilakukan suatu identifikasi terhadap 
jenazah di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Laboratorium Forensik 
(Labfor) atau Dokter Forensik untuk mencari tanda-tanda penganiayaan 
serta penyebab terbunuhnya korban.  Pada kasus pembunuhan yang 
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belum ditemukan para pelakunya maka terlebih dahulu dilakukan 
identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP). 
Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan 
obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti 
sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau 
dibunuh. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan 
bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung 
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 
Selanjutnya ketentuan tersebut di atas juga ditegaskan dalam pasal 183 
KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah, dan  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.49 
Penjelasan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan 
adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian 
hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam 
pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau 
teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim 
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hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua 
alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun 
alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang 
kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas. Guna  mendukung dan 
menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 
ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan 
yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak 
pentingnya barang bukti tersebut. 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel (Kaur 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa: 
“Jika demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang 
harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan 
pembuktiannyapun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa 
fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain daripada 
merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan 
perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari 
pada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya 
dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus 
dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap 
pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan 
secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan 
terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari 
perbuatan itu”.50 
 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel (Kaur 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa:  
“Peranan barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan sangat 
penting dalam pembuktian perkara pidana, yaitu harus ada 
keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang 
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digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Barang 
bukti dalam tindak pidana pembunuhan menjadi penting karena 
dalam tindak pidana pembunuhan sering kali tidak ditemukan bukti-
bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat 
kejadian tersebut. Melihat keadaan tersebut tentu sangat 
menyulitkan aparat hukum dalam mengungkap pelaku dan kejadian 
tersebut”.51 
s 
Bagi penyidik barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan 
berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta 
mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut 
umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak 
pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan 
menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Mustafa Lamana 
(penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) 
mengatakan bahwa:  
“Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan 
maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di 
tempat kejadian perkara (TKP), karena pengungkapan perkara 
tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan 
kemudian disita oleh penyidik. Dalam praktiknya, penyitaan barang 
bukti juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Barang 
bukti dalam tindak pidana pembunuhan adalah mayat manusia, 
dalam hal ini tentunya dalam menangani perkara pembunuhan 
perlu ketentuan-ketentuan khusus yakni dalam hal penyitaan 
barang bukti apakah harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri setempat atau tidak, karena dikhawatirkan barang bukti dan 
lokasi di tempat kejadian perkara (TKP) akan berubah atau bahkan 
hilang apabila tidak dilakukan tindakan oleh  penyidik”.52 
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Sedangkan menurut wawancara denganAbdul Jabbar (penyidik 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) dikatakan 
bahwa: 
“Setiap kasus tindak pidana pembunuhan biasanya didasari suatu 
motif yang bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, 
dendam, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan 
pistol atau pisau. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan 
menggunakan bahan peledak, seperti bom. Dalam pemeriksaan 
tindak pidana pembunuhan, sama seperti pemeriksaan pada 
umumya, dalam perkara pidana lebih menekankan pada proses 
pembuktian. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam 
proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik 
sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui 
pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian 
inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan 
pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya 
pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah”.53 
 
Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan 
undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang 
didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan 
sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka 
terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman 
pidana. 
“Berdasarkan  pernyataan Daniel (Kaur identifikasi sidik jari di 
Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) yang merupakan juga 
penyidik di Polrestabes Makassar dengan adanya pasal 39 ayat (1) 
KUHAP,  maka pihak kepolisian dimudahkan dalam hal mencari 
asal mula korban dibunuh oleh pelaku di tempat kejadian perkara 
(TKP), karena setiap barang bukti yang ada kemungkinan tertinggal 
suatu sidik jari dibenda tersebut yang bisa mengarahkan pihak 
kepolisian untuk segera menemukan pelaku. Selain itu juga, dalam 
pasal 184 KUHAP juga semakin mendukung agar cepat di temukan 
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serta motif pelaku menghabisi korban. Mengenai sidik jari ini pihak 
kepolisian sangat terbantu karena sidik jari ini berfungsi untuk 
mencari pelaku pembunuhan serta dapat juga mengindentifikasi 
secara terinci identitas korban di tempat kejadian perkara. Akan 
tetapi, fungsi sidik jari ini tergolong masih belum optimal dalam hal 
proses identifikasinya di tempat kejadian perkara. Ini disebabkan 
struktur kondisi tempat kejadian yang sudah rusak atau tidak utuh 
disebabkan beberapa faktor eksternal sehingga menyulitkan pihak 
penyidik melakukan identifikasi sidik jari”.54 
 
 Sidik jari juga saling berkaitan dengan alat bukti yang setelah atau 
sebelum dilakukannya oleh tempat kejadian perkara. Karena sidik jari 
dapat menganalisis pelaku pembunuhan baik dari segi sinyal elemen yang 
terdiri dari bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk kepala, bentuk dahi, dan 
bentuk tubuh lainnya. 
“Berdasarkan pendapat  Daniel tersebut, oleh Abdul Jabbar, 
menambahkan dengan adanya sidik jari yang ditemukan di tempat 
kejadian perkara harus diambil dengan baik, agar sidik jari tidak 
rusak dan akan dibandingkan dengan sidik jari  pelaku yang 
dicurigai. Disamping itu penyidik dan penyelidik berupaya 
membandingkan sidik jari orang yang dicurigai dengan sidik jari 
yang ada di tempat kejadian perkara. Fungsi sidik jari ini memiliki 
kekuatan pembuktian yang diragukan karena sidik jari ini masih 
belum akurat dalam hal pembuktiannya, terutama di depan 
persidangan nantinya.Hal ini, terkadang sering terjadinya penyidik 
salah tangkap, karena sidik jari yang dibandingkan, ada kesamaan 
atau kemiripan dengan sidik jari pelaku, sehingga penyidik 
langsung mengambil kesimpulan bahwa sidik jari yang dianalisis 
adalah pelaku pembunuhan itu sendiri.55 
 
 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Abdul Jabbar (penyidik 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa: 
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“Dalam prosesnya sidik jari ini akan melalui proses perbandingan 
dengan cara merekam sepuluh sidik jari baik itu tangan atau kaki 
terhadap orang-orang yang dicurigai itu adalah pelakunya. Dengan 
memindahkan sidik jari kekartu AK-23 serta mengambil identitas 
orang-orang tersebut. Hal ini dilakukan agar kemungkinan sidik jari 
orang itu bisa tertinggal sebelum kejadian itu terjadi, padahal orang 
itu bukanlah pelakunya. Selain itu, kartu AK-23 ini juga berguna 
sebagai data awal yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai 
pembanding dalam mencari identitas seseorang dan pelayanan 
umum. Jika identik sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara 
dengan sidik jari orang yang dicurigai maka orang tersebut adalah 
pelaku pembunuhan”.56 
 
Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan 
dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses 
pembuktian pemeriksaan di muka persidangan, hakim membutuhkan 
keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan 
pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai 
dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. 
Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah 
dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, 
maka hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk melakukan 
penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam 
keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus 
bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang 
cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Abdul Jabbar (penyidik 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa: 
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“Pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk 
mencari informasi serta para pelaku tindak pidana didasarkan pada 
pasal 16 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Hal ini agar pihak kepolisian tidak semena-
mena dalam Melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti 
yang dicurigai untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Serta 
guna melindungi penyidik dari jeratan pidana dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya yang berdasarkan perundang-undangan 
yang berlaku maka pada pasal 50 KUHP menyatakan “barang 
siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan 
perundang-undangan, tidak dipidana” dan pasal 51 ayat (1) KUHP “ 
barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak 
dipidana” serta pada pasal 51 ayat 2 KUHP menyatakan “ perintah 
jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, 
kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa 
perintah diberikan dengan berwenang dan pelaksanaannya 
termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Dalam kasus pidana 
khususnya pada tindak pidana pembunuhan oleh tempat kejadian 
perkara merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan 
tindak pidana karena  untuk mencari informasi tentang korban dan 
saksi serta juga dapat ditemukan interaksi antara pelaku kejahatan 
(tersangka) alat bukti yang digunakan dan saksi atau korban 
kejahatan, pada saat terjadinya peristiwa pidana,  sehingga 
diperlukan suatu proses pemeriksaan tempat kejadian perkara 
yang merupakan bagian dari tahap penyidikan. Pasal 7 ayat (1) 
huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang 
melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 
perkara”.57 
 
Menurut P.A.F Lamintang bahwa yang dimaksud dengan 
melakukan tindakan pertama ditempat kejadian adalah melakukan segala 
macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:58 
 
1. menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;  
2. menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam 
jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;  
3. menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ 
tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk 
menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan 
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4. penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian 
itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan 
penyelidikan dan penyidikan.  
5. menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil 
barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu 
penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, 
tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelakunya dan 
untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh 
tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;  
6. menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik 
untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan 
memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat 
berbicara satu dengan yang lain, dll. 
 
Lebih lanjut menurut P.A.F Lamintang bahwa yang dimaksud 
dengan tempat kejadian itu ialah tempat dimana telah dilakukan sesuatu 
tundak pidana dan dalam melakukan tindakan pertama ditempat kejadian 
penyidik perlu menyadari akan pentingnya hal-hal:59 
a. barang bukti di tempat kejadian perkara sangat mudah hilang dan 
rusak, karena terinjak kedalam tanah, tertendang oleh kaki ke 
tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan 
atau benda-benda lain. 
b. bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana 
itu akan meninggalkan bukti-bukti dan bekas-bekas ditempat 
kejadian perkara, karena itu mereka tidak mungkin dapat 
menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat ditempat 
kejadian perkara karena ingin lekas meninggalkan tempat tersebut, 
kecuali apabila tindak pidana yang mereka lakukan itu telah 
direncanakan secara sempurna sekali. 
c. bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat 
ditempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkapkan 
peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya. 
d. bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa 
yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak 
pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya 
penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan dan mengamankan 
barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh 
pelakunya ditempat kejadian perkara. 
e. bahwa harus dijaga agar tidak satupun benda yang terdapat 
ditempat kejadian perkara itu disentuh, dipindahkan atau diangkat 
dari tempatnya yang semula oleh siapapun sebelum benda-benda 
tersebut dipotret, digambar dalam satu sketsa mengenai tempat 
dimana-mana benda tersebut dijumpai, dicatat mengenai tempat 
ditemukannya benda-benda tersebut, letaknya, keadaannya dan 
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lain-lain untuk memudahkan pembuatan berita acara mengenai 
penemuan-penemuan itu sendiri. 
f. bahwa pada semua benda yang ditemukan ditempat kejadian itu 
harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu 
harus dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tanda-
tanda itu jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas 
yang telah ada pada benda-benda itu. 
 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Abdul Jabbar (penyidik 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa: 
“Tentang tempat kejadian perkara, sebagai penyidik,pada waktu 
melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian, perkara 
sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat 
kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini 
dimaksudkan agar sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara 
tidak rusak, sehingga memudahkan penyidik melakukan proses 
identifikasi lanjutan. Begitupun  bukti-bukti yang lain seperti jejak 
kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus 
atau hilang”.60 
 
Sedangkan menurut wawancara dengan Mustafa Lamana (penyidik 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) dikatakan 
bahwa: 
“Pada dasarnya tidak ada suatu perbuatan atau kejahatan yang 
tidak meninggalkan bekas sehingga pada setiap perbuatan tindak 
pidana khusus pada tindak pidana pembunuhan, penyidik langsung 
melakukan tindakan penyidikan yang merupakan serangkaian 
mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang 
tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan pelakunya.61 
Oleh sebab itu, peranan sidik jari dapat mendukung dalam upaya 
pengungkapan pelakunya. Sebagai contoh ada barang bukti rokok 
atau gelas yang ada di tempat kejadian. Pihak penyidik langsung 
mengangkat sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian yang 
berada pada barang bukti rokok atau gelas tersebut. Sidik jari 
sangat penting untuk mencocokan sidik jari pelaku atau korban 
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yang ada di tempat kejadian. Sidik jari ini juga berfungsi untuk 
melacak pelaku tersebut berada. Sidik jari yang diangkat di tempat 
kejadian perkara tidak dirumus sebelumnya akan tetapi dicocokkan 
dengan sidik jari orang yang dicurigai pelakunya. Akan tetapi, jika 
tidak ada bahan perbandingan maka, akan sulit diidentifikasi sidik 
jarinya. Tidak seperti sidik jari orang yang mengambil Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kepolisian yang 
sebelumnya harus dirumuskan. Sidik jari yang ada di tempat 
kejadian perkara, jika ditemukan sidik jari selain korban maka ada 
kemungkinan itu adalah sidik jari pelaku pembunuhan. Tidak 
berhenti sampai di situ pihak penyidik juga melakukan upaya 
perumusan sidik jari yang ditemukan. Jika ada kesamaan delapan 
karakter pada rumusan sidik jari di tempat kejadian perkara dengan 
rumusan sidik jari orang yang dicurigai maka hal itu adalah identik 
atau sama, sehingga pihak penyidik melakukan upaya 
penangkapan dan penahanan pelaku atau tersangka tersebut”.62 
 
Berdasarkan proses administrasi di atas Mustafa Lamana, 
menambahkan bahwa proses ini adalah hal wajib bagi pihak penyidik 
yang merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal proses 
penyidikan di tempat kejadian perkara. Hal ini mutlak dilakukan agar 
proses pengamanan maupun proses identifikasi dapat secepatnya 
dilakukan. Diantaranya dilakukan proses pencarian barang bukti yang 
berhubungan dengan korban maupun pelaku yang kemungkinan barang 
tersebut tercepat menemukan. Agar lebih memudahkan pihak penyidik 
mengetahui motif awal pelaku tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan 
barang-barang korban yang kemungkinan dibawa pelaku serta unsur-
unsur lain yang melatar belakangi kejadian tersebut. Selain itu juga saat 
ini pihak kepolisian mengalami kekurangan sumber daya manusia yang 
ahli dalam hal analisis sidik jari khususnya di Kepolisian Resor Kota Besar 
Makassar hal ini membuat kasus-kasus yang ada lambat tertangani, 
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sehingga mulai saat ini pihak kepolisian berupaya berbenah diri dan lebih 
optimal dalam hal pengungkapan kasus-kasus tindak pidana 
pembunuhan. 
C. Efektifitas Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam 
Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian 
Resor Kota Besar Makassar 
 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Mustafa Lamana 
(penyidik identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) 
mengatakan bahwa: 
“Sidik jari dalam setiap kasus pengungkapan siapa korban maupun 
palakunya sangat berperan dalam proses identifikasi.  Hal ini 
terbukti dalam setiap kasus yang diselidiki oleh penyidik dapat 
dengan mudah dan akurat menemukan siapa pemilik dari sidik jari 
yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Selain itu juga 
penyidik lebih mudah dalam mengungkap motif dari kejadian 
tersebut, dikarenakan penyidik akan lebih cepat menemukan 
identitas pelakunya serta korban yang ada di tempat kejadian 
perkara tersebut. Motif dari pelaku membunuh korban juga 
didasarkan dari keterangan pelaku dan keterangan saksi atau 
keluarga korban yang selama ini melihat dari keseharian dan 
perilaku korban yang telah berubah. Sidik jari ini akan sangat efektif 
jika didukung dengan berbagai teknologi yang ada. Menemukan 
pelaku maupun korban merupakan tujuan metode identifikasi sidik 
jari ini”.63 
 
Sedangkan menurut wawancara dengan Mustafa Lamana, dikatakan 
bahwa: 
 
“Disamping setiap kasus yang sering ditemukan cendrung identitas 
korban dihilangkan oleh pelaku, hal ini karena psikologi pelaku 
yang tidak setabil dan juga agar korban tidak kenali siapapun. Oleh 
karena itu, sidik jari ini sangat berguna  untuk mengindentifikasi 
korban maupun pelaku pembunuhan tersebut. Beliau juga 
menambahkan bahwa sidik jari yang ada di tempat kejadian 
perkara sebaiknya tidak boleh rusak agar pihak kepolisian tidak 
kesulitan dalam hal proses analisa sidik jari tersebut. Akan tetapi, 
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sidik jari ini kurang efektif dalam penerapannya dikarenakan proses 
identifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama”.64 
 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan Abdul Jabbar (penyidik 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa: 
“Dalam prosesnya identifikasi sangat umum dilakukan oleh pihak 
kepolisian dan hal ini penyidik kepolisian bila tersangka tidak 
ditemukan di tempat kejadian perkara, maka diadakan suatu 
pencarian jejak yang dapat memberikan petunjuk tentang pelaku 
tindak pidana. Sebelum mengadakan penyusutan lebih jauh dan 
pencarian jejak pelaku, terlebih dahulu diadakan pengumpulan 
benda-benda dan informasi awal sebagai bahan atau sebagai alat 
yang dapat membantu proses pencarian pelaku. Setelah alat-alat 
bukti telah terkumpul di tempat kejadian perkara maka dalam 
melanjutkan pengusutan, perlu ada suatu metode dari pada 
perkiraan-perkiraan belaka”.65 
 
Sebagai pedoman dasar pengusutan, pengusutan harus dapat 
menemui barang bukti. Bahan bukti ini untuk menentukan satu atau lebih 
hal-hal berikut : 
1. Corpus delictik atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan. 
2. Metode operasi si pelaku. 
3. Identitas pelaku. 
 
Setelah terkumpul semua barang bukti dan telah ditentukan hal-hal 
tersebut di atas, maka diadakanlah pelacakan. Dengan diketahuinya 
fakta-fakta yang  ada, kemudian metode yang digunakan tersebut 
dipelajari. Setelah diketahui fakta-fakta dan metode operasi pelakunya, 
maka dicarilah identitas pelakunya. Jika ada laporan dari masyarakat 
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bahwa, telah terjadi suatu kejahatan, terkhusus pada tindak pidana 
pembunuhan, maka kepolisian melakukan proses penyidikan terlebih 
dahulu jika benar apa yang dilaporkan maka proses penyidikan itu 
diserahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. 
Penyidik dalam hal ini kepolisian setelah mendengar laporan tentang telah 
terjadinya suatu tindak pidana atau kriminalitas langsung menuju tempat 
kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini adalah semua tempat 
kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun 
kecelakaan biasa yang menjadi urusan kepolisian.66 
Di tempat kejadian perkara inilah yang menjadi sumber utama 
untuk memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut yang 
dipandang sebagai tempat kejadian perkara adalah tergantung dari 
keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau pada kondisi atau situasi tempat. 
Tindakan identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui cara yaitu:  
1. Tanda-tanda (signalment) seperti tinggi badan, warna kulit, rambut, 
hidung, bentuk muka, sikap, dan seterusnya. 
2. Foto atau potret pelaku. 
3. Jejak (sidik), jari (daktiloskopi). 
4. Modus operasi atau cara kerja si pelaku.
67
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Menurut wawancara yang dilakukan dengan Daniel (Kaur 
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) mengatakan 
bahwa: 
“Penanganan kasus sidik jari yang lebih diutamakan dalam proses 
tahap penyelidikan awal di tempat kejadian perkara yang 
merupakan faktor penting dalam mengungkap suatu tindak pidana 
dan ini dapat dilakukan dengan pengangkatan atau pengambilan 
sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara untuk 
selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Beberapa kasus yang 
ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makasar yang berhasil 
diungkap melalui sarana identifikasi sidik jari cukup banyak hal ini 
karena sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat 
dianalisis siapa pemiliknya sehingga pelakunya dapat tertangkap. 
Namun, disamping akurasi yang cukup juga terdapat kekurangan 
yaitu penyidik identifikasi sidik jari tidak dapat melakukan proses 
identifikasi sebelum adanya permintaan atau permohonan bantuan 
dari penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara di 
wilayah lainnya sehingga proses identifikasi dapat berjalan 
lambat”.68 
 
Sedangkan menurut wawancara dengan Mustafa Lamana (penyidik  
identifikasi sidik jari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) dikatakan 
bahwa: 
“Sidik jari semua orang tidak sama, sidik jari tidak berubah dari lahir 
hingga meninggal, dan sidik jari dapat dirumus. Terkadang  pihak 
penyidik kepolisian dalam kasus pembunuhan tertentu di dalam 
persidangan di pengadilan sering pihak ahli identifikasi sidik jari 
dimintai suatu kesaksian atau keterangan terhadap barang bukti 
yang ada di tempat kejadian perkara, yang tanyakan apakah betul 
sidik jari terdakwa ini identik atau sama dengan sidik jari yang ada 
di tempat kejadian tersebut.
69
 
 
Pihak penyidik menyampaikan bahwa benar sidik jari yang 
ditemukan di tempat kejadian perkara adalah sidik jari terdakwa tersebut, 
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sehingga penyampaian kuasa hukum yang berpendapat bahwa kliennya 
adalah korban salah tangkap dapat terbantahkan oleh bukti yang 
didapatkan oleh penyidik di tempat kejadian tersebut.70 
Abdul Jabbar, menambahkan bahwa beberapa media alat yang ada 
di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar di mana alat ini berfungsi 
sebagai penyimpan data sidik jari, foto, data seseorang secara detail dan 
valid. Data diperoleh melalui pelayanan sidik jari bagi masyarakat yang 
akan melanjutkan sekolah/kuliah, bekerja, dan menikah. Sidik jari yang 
diperoleh oleh pihak kepolisian diolah oleh unit identifikasi sidik jari di 
Kepolisian Resor kota Besar Makassar melalui mekanisme pendataan 
manual yaitu dengan proses perbandingan sidik jari. Sehingga 
memerlukan waktu yang lama. Hal ini merupakan cara yang kurang efektif 
dalam proses identifikasi sidik jari yang cepat. Oleh karena itu, semestinya 
dapat didukung oleh Kepolisian Pusat Markas Besar Kepolisian Republik 
Indonesia yang selanjutnya disingkat Mabes Polri yang berada di Jakarta. 
Mabes Polri saat ini telah menggunakan alat identifikasi sidik jari yang 
tergolong canggih yaitu scan fingers yang dapat cepat diakses tanpa perlu 
menggunkan cara pendataan manual.71 
 
Abdul Jabbar menambahkan (penyidik identifikasi sidik jari 
Kepolisian resor Kota Besar Makassar) bahwa: 
 
“Jika data untuk sidik jari semakin banyak didapat, maka 
pengungkapan kasus pidana melalui sidik jari akan semakin 
optimal, realitas yang ada pengimputan data terbatas di mana yang 
terdata hanya orang-orang yang akan melanjutkan kuliah, mencari 
kerja, dan keperluan lainnya. Untuk mendapatkan data yang 
banyak diperlukan kemauan organisasi internal maupun upaya 
dialogis dengan pemerintah daerah sehingga terwujud 
penyelenggaraan pelayanan yang bermuara pengungkapan kasus 
bagi penegakan hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. 
Di sadari atau tidak pengimputan data adalah pekerjaan yang tidak 
akan habis oleh waktu, dan manfaat pengimputan data sidik jari 
optimal atau tidak optimal kembali ke masalah pendapatan data. 
Kegiatan yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makasar 
ini adalah Identifikasi INAFIS atau (Indonesia Automatic Finger print 
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Identification System) yang berfungsi untuk pengimputan data sidik 
jari di Indonesia pada umumnya dan Makassar pada khususnya”.72 
 
Dalam mendukung kebijakan Kapolri tentang responsive dibidang 
pelayanan pada masyarakat unit identifikasi Polrestabes Makassar telah 
membenahi sarana identifikasi INAFIS dalam CAAFIS atau (Computer 
Aided Automatic Finger print Identification System) yaitu beberapa unit 
komputer yang berfungsi untuk finger recorder, program ini memadukan 
antara data, fotografi, rekam sidik jari dan perumusan sidik jari secara 
automatic, kemudian menyimpan file-file tersebut dalam data base 
CAAFIS. Namun, saat ini program tersebut masih menunggu proses 
pendistribusian dari Kantor Pusat Polri yang ada di Jakarta.73 
Daniel, menambahkan tentang cara kerja CAAFIS ini sebagai berikut:  
1. Komputer  pertama bekerja sebagai penginput data secara detail 
tentang ciri-ciri, bentuk muka, bentuk hidung, bentuk telinga, jenis 
rambut, warna rambut, bentuk mata dan warna, tinggi badan, berat 
badan, tato (jika ada), dan lainnya. 
2. Komputer  kedua bekerja untuk mengambil :  
a. Foto baik foto dari depan dari arah kanan, dari arah kiri dan foto 
khusus. 
b. Merekam tanda tangan secara automatic. 
c. Merekam sepuluh sidik jari secara automatic. 
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3. Komputer ketiga bekerja untuk menghitung rumus sidik jari dan 
print out hasil identifikasi CAAFIS (mampu membandingkan sidik 
jari latent yang di temukan di tempat kejadian perkara (TKP). 
Perangkat komputer yang dibutuhkan dalam menunjang komputer 
yang digunakan untuk CAAFIS: 
1. CPU Pentium 4 dengan prosesor dual core. 
2. VGA 128. 
3. Finger recorder. 
4. Tanda tangan digital. 
5. Foto digital yang mampu di jalankan dengan komputer secara 
langsung. 
6. Printer. 
7. Laminator. 
8. Stabilizer. 
9. LAN card. 
10. Kabel LAN card. 
Setelah peralatan yang ada sudah siap, maka proses install 
software data base CAAFIS, software finger record, software pen digital, 
software foto digital, software printer, serta install lisensi data base dan 
lisensi finger record.74 
Olah tempat kejadian perkara yang telah jelaskan Daniel, 
sebelumnya maka Abdul Jabbar, menambahkan olah tempat kejadian 
perkara merupakan prosedur dan sistematis sebagai upaya Polri untuk 
mencari dan mengindentifikasi secara detail baik benda (padat,cair), 
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barang, surat, jejak, dan  orang yang berada di tempat kejadian perkara. 
Dengan menggunakan hasil olah tempat kejadian perkara maka akan 
diketahui bagaimana pelaku masuk, berbuat apa pelaku di dalam tempat 
kejadian tersebut, berapa jumlah pelaku yang masuk di tempat kejadian 
perkara, berjenis golongan darah apa pelaku atau  korban, dengan 
menggunakan alat pelaku melakukan tindak pidana, serta yang terpenting 
semua ini diketahui melalui identifikasi sidik jari. Tindakan petugas saat 
olah tempat kejadian perkara diaktualisasikan dengan membuat berita 
acara sebagai pertanggung jawaban bahwa kepolisian  saat melakukan 
olah tempat kejadian perkara adalah tindakan hukum dan barang bukti 
yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah otentik dan valid 
sehingga mempunyai nilai pembuktian.75 
 
Selain itu Mustafa Lamana, berpendapat dalam pengajuan ketahap 
proses pengadilan, penyidik sebelumnya melakukan proses penyidikan 
lebih lanjut,  penyidik memberitahukannya terlebih dahulu kepada 
penuntut umum. Setelah diketahui identitas pelaku maka diadakan 
penangkapan terhadap pelaku tersebut. Perintah penangkapan dilakukan 
karena terdapat bukti bahwa seseorang diduga keras telah melakukan 
tindak pidana pembunuhan  berdasarkan bukti permulaan yang cukup, 
oleh karena itu penyidik tidak dapat melakukannya secara sewenang-
wenang. Dalam penangkapan ini penyidik harus memperlihatkan surat 
perintah penangkapan dimana di dalam surat penangkapan tersebut 
harus tercantum identitas pelaku atau tersangka, alasan penangkapan 
serta uraian singkat perkara kejahatan serta tempat ia diperiksa. Demikian 
pula terhadap pihak keluarga harus diberi tembusan surat penangkapan 
yang dilakukan terhadap tersangka. Terkhusus juga sidik jari pelaku yang 
jelas terdapat di tempat kejadian perkara tersebut.  Di samping itu juga 
dalam keseharian dan fakta yang sering ditemui, sidik jari tiap orang tidak 
sama, sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, sidik jari dapat 
dirumus dan diklasifikasi secara sistematis.  
 
Proses identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting 
bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan 
mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik 
harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa 
sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi 
hilang ataupun rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh 
Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses 
penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 
7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang 
ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara 
dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik 
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menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang 
memiliki keahlian khusus.76 
 
Adanya alat bukti sidik  jari menunjukkan bahwa kepolisian semakin 
meningkatkan sarana yang dimilikinya, dengan mendukung sumber daya 
manusia dari kepolisian. 
Adapun peran sidik jari meliputi 2 aspek yaitu : 
1. Aspek security (keamanan) 
penegakan hukum (preventif/represif dalam lingkup Criminal Jastice 
sistem : 
a. Pembuktian identitas tersangka 
Kemungkinan adanya dua  pola sidik jari yang identik pada 
anggota populasi dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan 
seseorang dan bahkan jari yang sama dari orang kembar sangat 
kecil sekali. Keunikan ini didukung dengan perbandingan sidik 
jari selama 80 tahun terakhir dan berdasarkan statistik.Sehingga 
hal ini memungkinkan dalam membuktikan suatu peristiwa tindak 
pidana dan dapat diketahui tersangka bahkan korbannya hanya 
dengan mengambil sidik jarinya. 
b. Catatan criminal seseorang 
Polri selaku aparat penegak hukum yang harus menegakkan 
hukum yang berlaku di Indonesia dan dilakukan sesuai dengan 
prosedur perundang-undangan guna menciptakan rasa aman 
dimasyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.2 
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tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri 
memiliki peran sentral dalam mendata statistik kriminal yang 
terjadi dan mengusahakan pelaku yang pernah melakukan 
kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini, 
dengan memanfaatkan alat bukti sidik jari Polri dapat membuat 
data base tentang kejahatan dengan metode single number to 
each person, yaitu mencatat setiap pelaku kejahatan yang 
melakukan suatu tindak pidana dan mengambil sidik jarinya. 
Untuk mendapatkan hal tersebut di atas Polri menggunakan 
suatu alat yang disebut  Aided-Automated Finger print 
Identification System (CAAFIS) yang digunakan untuk 
menemukan catatan kriminal seseorang. 
c. Mencari / menemukan DPO / buronan residivis. 
Dengan melihat pada database pelaku kejahatan, unit identifikasi 
sidik jari dan penyidik dapat mengetahui bahwa pelaku tersebut 
pernah mereka proses pada kasus sebelumnya, dengan melihat 
pada file yang ada di data base. Namun, pelaku dapat lepas dari 
jeratan ketentuan Pasal 486,487 dan 488 KUHP sebagai 
seorang residivis, dimana hukumannya diperberat dengan 
ditambah sepertiga dari ancaman hukuman tindak pidana yang 
dilakukannya. Sehingga pelaku akan berusaha untuk lepas dari 
jeratan pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Dengan 
mengatakan “tidak pernah” melakukan atau “belum pernah” 
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diproses pada suatu peristiwa tindak pidana pada saat penyidik 
menanyakan “apakah saudara pernah dihukum melakukan suatu 
tindak pidana?”. Karena dia merasa takut akan diperberat atau 
merasa lebih pintar dari petugas yang menyidik karena tahu 
akan criminal track record-nya. Sehingga tidak jarang terjadi 
kekerasan dilakukan terhadap pelaku guna mengejar pengakuan 
terhadap apa yang pernah dilakukannya sedangkan seorang 
tersangka berhak memberikan keterangan sacara bebas kepada 
penyidik. 
2. Aspek Prosperity (kesejahteraan) 
untuk hal pengamanan, ketertiban, administrasi personil / 
pensiunan dan kepentingan pengenalan kembali identitas 
seseorang. Dalam Ensiklopedi Ilmu kepolisian. Sidik jari adalah 
cara yang palin teliti untuk melakukan hal tersebut di atas.77 
Terutama sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan. Polri sebagai 
salah satu dari criminal justice system memiliki fungsi penting dalam 
sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan KUHAP Pasal 7 ayat 
(1) huruf f menunjukkan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polri 
karena kewajibannya selaku penyidik yaitu mengambil sidik jari dan 
memotret seseorang. Sejalan dengan pasal ini, Undang-Undang No 2 
Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 14 ayat 
(1) huruf h menyatakan Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian, 
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laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian. Kedua pasal ini merupakan dasar hukum bagi 
penyelenggaraan fungsi teknis identifikasi kepolisian yang 
meliputi daktiloskopi kepolisian, fotografi kepolisian, serta metode-metode 
identifikasi lainnya. Dalam dunia kepolisian sidik jari menjadi cara yang 
paling teliti sebagai bagian dari identifikasi. Akurasi serta efektifitas 
sehingga sidik jari memiliki tiga hal yaitu sebagai berikut: 
1. Sidik jari bersifat unik. 
Kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang identik pada anggota 
populasi dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan seseorang 
dan bahkan jari yang sama dari orang kembar sangat kecil sekali. 
Keunikan ini didukung dengan perbandingan sidik jari selama 80 
tahun terakhir dan berdasarkan perhitungan statistik. 
2. Sidik jari bersifat tidak varian 
Kecuali perubahan-perubahan ukuran besarnya yang mengikuti 
pertumbuhan individu, rincian pola sidik jari tidak berubah 
sepanjang hidup seseorang. Luka-luka hanya meninggalkan bekas 
luka permanen jika sampai masuk jaringan kulit dalam. Bekas ini 
juga dapat digunakan untuk identifikasi. 
3. Tipe pola umum memungkinkan sidik jari diklasifikasikan secara 
sistematis. Hal ini memungkinkan untuk menyusun arsip yang 
dapat digunakan untuk menunjang identifikasi. Dari pola tersebut 
terbagi lagi menjadi banyak klasifikasi sub-grup. Pola pola tersebut 
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juga membentuk suatu rumusan dan hanya dimiliki oleh satu orang 
dan bersifat khusus.78 
   Daniel, menyampaikan juga bahwa setiap penanganan identifikasi 
sidik jari tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik 
kepolisian yang ada dilapangan, diantaranya bahwa jika tidak ada saksi di 
tempat kejadian perkara tersebut maka proses identifikasi atau 
daktiloskopi tidak dapat dilanjutkan sehingga efektifitas sidik jari ini belum 
efektif. Tetapi pihak kepolisian terus berupaya untuk terus mengupdate 
segala perangkat guna menunjang kebutuhan pengungkapan kasus 
pembunuhan yang ada. Masyarakat luas sebaiknya tidak melakukan 
penelusuran pada saat terjadi suatu tindak kejahatan agar di tempat 
kejadian perkara tersebut barang bukti yang ada tidak rusak sehingga 
dapat memudahkan kepolisian bertindak cepat dalam proses identifikasi 
daktiloskopi. Selain itu juga beliau menghimbau kepada masyarakat juga 
agar jika menemukan tindak kejahatan apa saja segera melapor di Polsek 
terdekat dan kerja sama masyarakat lebih ditingkatkan lagi sehingga rasa 
aman dan nyaman dapat terwujud.79 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pada fokus permasalahan yang ada dan dihubungkan 
dengan hasil analisis permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Fungsi sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam penyidikan 
kasus tindak pidana pembunuhan di Kepolisian  Resor  Kota Besar 
Makassar masih belum optimal, ini dikarenakan faktor internal 
kepolisian, penyidik salah tangkap, disebabkan sidik jari yang 
dibandingkan, ada kesamaan atau kemiripan dengan sidik jari 
pelaku, sehingga penyidik langsung mengambil kesimpulan bahwa 
sidik jari yang dianalisis adalah pelaku pembunuhan itu sendiri. 
Sedangkan faktor eksternal kepolisian, Kemungkinan lain yang 
datang, jika pelaku menggunakan benda tumpul dalam membunuh 
korban yang permukaan benda tersebut tidak rata atau kasar, maka 
akan sulit dalam proses pengambilan sidik jari pelaku itu, karena 
dalam proses identifikasi pengambilan sidik jari akan rusak dan 
tidak utuh sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan sidik jari.  
2. Efektifitas  sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam penyidikan 
kasus tindak pidana pembunuhan di Kepolisian  Resor  Kota Besar 
Makassar yang kurang efektif ini dibuktikan dengan sidik jari yang 
ada di tempat kejadian perkara sebaiknya tidak boleh rusak agar 
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pihak kepolisian tidak kesulitan dalam hal proses analisa sidik jari 
tersebut. Akan tetapi, sidik jari ini kurang efektif dalam 
penerapannya dikarenakan proses identifikasi yang memerlukan 
waktu yang cukup lama, dan juga sidik jari yang diperoleh oleh 
pihak kepolisian diolah unit identifikasi sidik jari di Kepolisian Resor 
kota Besar Makassar melalui mekanisme pendataan yang manual 
yaitu dengan proses perbandingan sidik jari. Hal ini merupakan 
cara yang kurang efektif dalam proses identifikasi sidik jari yang 
cepat. Oleh karena itu, semestinya dapat didukung oleh Kepolisian 
Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang 
selanjutnya disingkat Mabes Polri yang berada di Jakarta. Mabes 
Polri saat ini telah menggunakan alat identifikasi sidik jari yang 
tergolong canggih yaitu scan fingers yang dapat cepat diakses 
tanpa perlu menggunakan cara pendataan manual. 
B. Saran  
Pada bagian ini penyusun memberikan beberapa saran yang 
berkaitan dengan penelitian penyusun, yaitu : 
1. Penyusun menyarankan sebaiknya pihak kepolisian khusus pada 
divisi identifikasi sidik jari mempersiapkan sumber daya manusia 
yang ahli dalam bidang sidik jari agar setiap kasus  pembunuhan 
cepat tertangani.   
2. Penyusun menyarankan agar sebaiknya kepolisian dalam 
menjalankan tugas pihak kepolisian tidak menunggu laporan atau 
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pengaduan dari masyarakat untuk melakukan proses penyidikan 
suatu perkara melainkan melakukan tindakan lebih aktif, progresif, 
dan persuasif untuk mengurangi perbuatan kejahatan di 
masyarakat khususnya pada tindak kejahatan pembunuhan 
sehingga dapat terwujud suasana yang aman, nyaman dan 
terkendali. 
3. Penyusun menyarankan hendaknya kepolisian di Resor Kota Besar 
Makassar memperbaharui metode identifikasi sidik jari manual 
dengan metode identifikasi sidik  jari  yang modern yaitu dengan 
menggunakan finger printing.   
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